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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan 8ebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 lentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814) ;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, maka perlu

dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

26 Tahun 2011 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tenlang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah

dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E) diubah sebagai berikut:

Pasall

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2011

Nomor 10 Seri E).

12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23

Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua alas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 14 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 540);
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Menetapkan
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langsung atau swakelola, sedangkan untuk pemilihan
langsung atau pelelangan, dilaksanakan oleh SKPO sesuai

dengan tupoksinya ;

c. biaya pelelangan. honor dan ATK dibebankan kepada
penerima hibah ;

d. pencairan dana hibah dilakukan apabila pihak penerima hibah
telah menyampaikan SPK/Kontrak yang berkaitan dengan

pengadaan barang dan jasa tersebut.

(4) Sanksi kepada penyedia barang dan jasa, berupa denda atas

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan/atau pengembalian
atas kekurangan pelaksanaan pekerjaan. disetor ke Rekening

Kas Umum Oaerah Provinsi Sumatera Selatan.

dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
dilaksanakan dengan cara penunjukan

b. pengadaan barang
huruf a di atas

(1) Mekanisme penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.05/2010 tentang
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Selanja yang

Sersumber dari Hibah Luar Negeri/Oalam Negeri yang Oiterima

Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Sentuk

Uang.

(2) Penerima hibah wajib melakukan pemungutan atas pajak-pajak

yang harus dipungut sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Negara.

(3) Oalam hal hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) akan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa,

maka:

a. pelaksanaan proses penunjukan penyedia barang dan jasa

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Pasal 15

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi

sebagai berikut :
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3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu

Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal23A

(1) Bantuan Sosial kepada anggola/kelompok masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari

bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang

direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada

penyusunan APBD.

(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan

pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda

penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih

besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan

sebelumya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi
pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan

tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala

SKPD terkait.

Pasal16

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut :
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•

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR ,6

•

~~re;~IS DAERAH PROVINSI
-?~It1t)~_RA SELATAN,

Diundangkan di Palembang
pada tanggal , 1 November 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal II
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

 


